PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rangka Mendukung Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang

Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah

Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Nega‘ra Republik Indonesia
Nomor 4010);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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17.
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22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
2017 (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
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(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Banten Nomor 84);

24, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 0);

25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 68
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Banten

Tahun 2020 Nomor 69) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rpl11.633.131.940.619,00
b. Berkurang Rp {48.597.801,100,00)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp11.584.534.139.519,00
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp15.948.254.311.169,00
b. Bertambah Rp 8.544.614.816,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp15.956.798.925.985,00
Defisit setelah perubahan Rp (4.372.264.786.466,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp 4.380.122.370.550,00
2) Bertambah Rp 57.142.415.916,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 4.437.264.786.466,00

Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp 4.372.264.786.466,00.

2. Ketentuan Lampiran [ diubah, sehingga Lampiran 1 berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 April 2021

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD
AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR UKUM

AGUS MINTONO, S.H., M.S1.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010




